
  
     

e-ISSN: 2962-9675   
 

 

966 

PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA 

NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA IZIN 

TINGGAL YANG MELEWATI BATAS WAKTU (OVERSTAY) DI 

WILAYAH KOTA SUKABUMI 

Dimas Leo Vernandho1* , Ujuh Juhana2 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 
1dimasleovernandho9@gmail.com 2ujuhjuhana@gmail.com 

 

ABSTRACT 
The development of globalization has led to increased movement of people, goods, and services 
between countries, making it easier to cross borders for various human activities such as trade, 
tourism, and industry. While this has positive effects, it also brings negative consequences, such as 
the emergence of issues related to the legal or illegal movement of people, often accompanied by offenses 
and crimes, which are commonly referred to as immigration violations. The high number of foreign 
nationals overstaying their residence permits highlights the need for effective law enforcement to reduce 
such violations. Law enforcement efforts can be pursued through monitoring and enforcement 
measures as outlined in the Immigration Act No. 6 of 2011. This study employs empirical juridical 
research with a qualitative approach, utilizing data collection methods such as literature reviews, 
interviews, and observations. The study concludes that immigration law enforcement against foreign 
nationals who overstay their visas is not sufficiently effective, due to factors such as limited human 
resources in immigration offices and a lack of reports from the local community. To address this, 
immigration authorities should conduct outreach to educate the public on how to report suspicious 
activities involving foreign nationals. 

Keywords: immigration, law enforcement, overstay 

 

ABSTRAK 
Perkembangan Globalisasi telah menyebabkan peningkatan lalu lintas orang, barang, 
dan jasa antar negara, membuat batas-batas negara lebih mudah ditembus untuk 
berbagai kepentingan seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Namun, 
globalisasi juga membawa dampak negatif, seperti munculnya masalah akibat 
perpindahan orang secara legal maupun ilegal, yang sering kali disertai pelanggaran 
dan kejahatan, yang dikenal sebagai pelanggaran keimigrasian. Dengan 
meningkatnya jumlah warga negara asing yang melanggar izin tinggal, terutama yang 
melebihi batas waktu (overstay), penegakan hukum menjadi penting untuk 
mengurangi kasus-kasus tersebut. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui 
upaya pengawasan dan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 
dengan metode kualitatif, serta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, 
wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditinjau dari teori 
penegakan hukum, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing 
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yang overstay belum sepenuhnya efektif, karena disebabkan oleh beberapa faktor 
yang menghambat penegakan hukum tersebut seperti, kurangnya SDM yang bekerja 
di kantor imigrasi dan kurangnya laporan dari masyarakat sekitar. Pihak imigrasi 
harusnya memberikan sosialisasi agar paham bagaimana cara melapor apabila 
melihat WNA yang dirasa mencurigakan.  

Kata kunci: Keimigrasian, Penegakan hukum, Overstay 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara berkembang di era saat ini memiliki wilayah strategis dalam 

hubungan internasional, baik dari segi geografis maupun potensi sumber daya alam dan 

manusia. Hal ini menyebabkan peningkatan masuk dan keluarnya orang-orang ke wilayah 

Indonesia. Padatnya aktivitas serta pergerakan yang telah berdampak pada peningkatan 

mobilitas antarbangsa, sehingga perbatasan negara menjadi semakin mudah untuk dilintasi. 

Maka dari itu, setiap negara termasuk Indonesia, harus memperhatikan dan mengatur 

kedaulatannya terkait pergerakan orang orang yang keluar dan masuk ke wilayah negara 

Indonesia. Setiap suatu negara pasti memiliki kebijakan sendiri tentang cara orang keluar 

dan masuk ke negaranya. Setiap negara memiliki hukum yang mengatur kunjungan dan 

tinggal sementara, yang dikenal sebagai ketentuan keimigrasian. 

Perjalanan internasional telah menjadi kebiasaan saat batas negara menjadi tidak jelas 

karena globalisasi. Selain itu, globalisasi telah meningkatkan lalu lintas orang, barang, dan 

jasa antar negara. Sehingga membuat batas-batas negara lebih mudah dilintasi untuk 

berbagai tujuan, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Meskipun globalisasi 

membawa dampak positif, ada juga dampak negatifnya, seperti munculnya masalah yang 

menyebabkan perpindahan warga negara asing dari satu negara ke negara lainnya, baik 

secara resmi maupun tidak resmi, termasuk di antaranya para pelanggar hukum. 

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ialah hasil dari 

peningkatan mobilitas penduduk di seluruh dunia, yang berdampak pada kepentingan dan 

kehidupan Negara Indonesia. Maka dari itu, pengawasan tidak mesti sepenuhnya dilakukan 

oleh pihak Kantor Imigrasi karena organisasi tersebut tidak dapat mencakup yurisdiksi 

pengawasan yang terlalu luas. Sebaliknya, masyarakat setempat berperan dalam 

pengawasan dan dapat melaporkannya kepada Kantor Imigrasi yang berwenang di wilayah 

mereka. 

Keimigrasian mencakup berbagai aktivitas, termasuk pelayanan, penegakan hukum, dan 

pengamanan terkait pergerakan orang asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, 

serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. 

Imigrasi mencatat serta mengidentifikasi warga asing yang masuk ke Indonesia melalui 
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bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Namun, setelah proses ini selesai, petugas 

tidak dapat memantau semua aktivitas orang asing di Indonesia, apakah sesuai dengan visa 

dan izin tinggal yang diberikan atau tidak. Maka dari itu, dibutuhkan kelompok pengawas 

yang mampu melaporkan pelanggaran keimigrasian. Imigrasi harus bersikap profesional, 

berkualitas, dan terus meningkatkan keandalan sumber daya manusia di Direktorat 

Jenderal Imigrasi. Pada dasarnya, keimigrasian bersifat universal dan mengatur pergerakan 

warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. 

Izin tinggal telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dalam Pasal 54 ayat (1) peraturan 

mentri tersebut menyatakan bahwa: “Setiap warga negara asing yang sedang berada di 

wilayah Indonesia wajib mempunyai izin tingga yang sah”. 

Pelanggaran atau kejahatan keimigrasian bisa dilakukan oleh pendatang, seperti warga 

negara asing yang tinggal di Indonesia, kadang-kadang terlibat dalam kejahatan atau 

pelanggaran keimigrasian. Aparat keimigrasian yang bertugas mengawasi warga negara 

asing akan mengambil tindakan tegas. Salah satu tindakan khusus dalam keimigrasian 

adalah deportasi, sama halnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran atau penyimpangan keimigrasian dapat 

ditangani melalui proses administratif atau peradilan yang sesuai. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, warga negara asing yang melebihi izin tinggal akan dikenakan denda 

sebanyak Rp 1 juta/hari. 

Adapun tindakan keimigrasian yang meliputi indakan pro justicia, seperti pernanganan 

tindak pidana kerimigrasian me rlaluri prose rs perradilan, yang me rrurpakan bagian dari sisterm 

pe rradilan pidana. Tindakan hu rkurm pidana ini me rncakurp pe rnyidikan kerimigrasian serbagai 

bagian dari rangkaian sisterm pe rradilan pidana te rrpadur (inte rgraterd criminal ju rsticer systerm), 

yang merlipurti pernyidikan, pe rnurnturtan, dan perradilan terrhadap kerjahatan serperrti 

pe rrdagangan manursia, pe rnyerlurndurpan narkoba, pe rnyerlurndurpan sernjata perang dan 

barang-barang berbahaya lainnya. 

Berikutnya ialah tindakan administratif kerimigrasian be rrurpa derportasi, dapat dike rnakan 

ke rpada warga asing yang sedang berrada di wilayah Indone rsia karerna me rncoba me rnghindar 

dari ancaman dan perlaksanaan hurkurman di nergara asalnya. Derportasi merrurpakan tindakan 

paksa urnturk mernge rlurarkan orang asing dari wilayah Indone rsia. Prosers pernde rportasian yang 

dilakurkan me rncakurp hal hal serperrti Me rnyu rsurn be rrita acara permerriksaan terrhadap orang 

asing yang merlanggar pe rraturran kerimigrasian dilakurkan derngan pe rndampingan 
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pe rnerrjermah dan kerhadiran perrwakilan dari kerdurtaan be rsar nergara asal orang asing terrse rburt 

urnturk me rngonfirmasi kerabsahan iderntitasnya, serpe rrti paspor. Se rlain itur, dilaku rkan 

pe rngercerkan ke raslian visa yang dike rlurarkan olerh Ke rdurtaan Rerpurblik Indone rsia di lurar 

ne rgerri mau rpurn yang diterrbitkan saat kerdatangan di Indone rsia, kermurdian surrat kerpurtursan 

de rportasi purn disiapkan. 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  yaitu dengan pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian hukum yang diterapkan ialah yuridis empiris, yaitu penelitian 

hukum yang meneliti terkait penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

dalam setiap kejadian hukum terkait keimigrasian di wilayah Kota Sukabumi. Penelitian 

dilakukan di Kantor Imigrasi Kota Sukabumi dan Kantor Kejaksaan Kota Sukabumi, 

dengan teknik pengumpulan data melalui internet, wawancara, dan observasi. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Pe rne rgakan hurkurm adalah asperk yang sangat pernting dalam serburah nergara hu rkurm, yang 

me rnerkankan perne rrapan urndang-urndang (stater law) urnturk me rncapai turjuran hurkurm, yaitur 

ke radilan dalam masyarakat dan perme rrintahan. Se rgala aktivitas yang terrkait derngan 

pe rnerrapan, perme rliharaan, dan perlerstarian hurkurm positif dilakurkan agar hurkurm tertap 

re rle rvan dan berrfurngsi serbagai panduran dalam mermaturhi norma-norma yang be rrlakur. Ini 

be rrturjuran urnturk me rlindurngi kerpe rntingan individur dan masyarakat sercara ke rserlurrurhan. 

Dalam pernergakan hurkurm pidana di bidang kerimigrasian, terrdapat berbe rrapa urnsurr pe rnting 

yang perrlur dipe rrhatikan, yakni ke rpastian, manfaat, dan ke radilan. Kerpastian hu rkurm 

me rmastikan bahwa perne rgakan hurkurm kerimigrasian berrjalan derngan te rrtib, serhingga 

masyarakat tidak akan me rrasa rersah. Saat ini, ke rpastian hu rkurm dalam kerimigrasian diaturr 

ole rh berrbagai perraturran pe rrurndang-urndangan. 

De rngan berrlaku rnya Urndang-Urndang Nomor 6 Tahu rn 2011 terntang Kerimigrasian, 

maka perne rgakan hurkurm terrhadap perlakur tindak pidana kerimigrasian mernjadi sangat 

pe rnting. Perne rgakan hurkurm bagi perlanggaran di bidang kerimigrasian berrurpa tindakan 

ke rimigrasian yang terrbagi me rnjadi dura: 

a. tindakan kerimigrasian dalam be rnturk administratif  

Ke rpurtursan tindakan administratif ke rimigrasian me rrurpakan kerwernangan dari 

pe rjabat imigrasi yang dibe rrikan kerpada warga asing yang sedang berrada di wilayah 

Indone rsia dan merlakurkan kergaiatan berrbahaya hingga paturt didurga mermbahayakan 
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ke ramanan dan kerte rrtiban urmurm atau r tidak mernghormati ataur tidak mernaati perraturran 

pe rrurndang-urndangan. 

Berrdasarkan kergaiatan-kergaiatn yang berrbahaya dan paturt didurga mermbahayakan 

ke ramanan dan kerterrtiban urmurm terrserburt, maka dilakurkanlah tindakan administratif 

ke rimigrasian yang terrdiri dari: 

1) pe rncanturman dalam daftar Pe rnce rgahan ataur Pe rnangkalan;  

2) pe rmbatasan, perrurbahan atau r permbatalan izin termpat tinggal; 

3) larangan urnturk be rrada di satur ataur be rbe rrapa termpat terre rntur di wilayah Indonersia; 

4) ke rharursan u rnturk be rrte rmpat tinggal di su ratur te rmpat terrte rntur pada wilayah 

Indone rsia; 

5) pe rngernaan biaya berban serta de rportasi dari wilayah Indone rsia. 

Ke rternturan tindakan administratif kerimigrasian terrse rburt nampaknya tidak akan berrlakur 

bagi sermura orang yang masurk dan be rrada di wilayah Indone rsia. hal te rrserburt dapat dilihat 

dari adanya perngercuralian be rrlakurnya kerternturan tindakan administratif ke rimigrasian 

te rrhadap korban perrdagangan orang dan pernyerlurndurpan manursia yang tidak dapat 

dikernakan tindakan administratif ke rimigrasian terrserburt. Berrdasarkan kerte rnturan tindakan-

tindakan administratif ke rimigrasian yang dapat dike rnakan terrhadap orang asing yang 

me rlakurkan kergaiatan-kergiatan yang berrbahaya dan patu rt didurga mermbahayakan keramanan 

dan kerte rrtiban urmurm dise rburtkan adanya tindakan yang be rrurpa pe rnce rgahan, pe rnangkalan 

dan derpotasi. Tindakan-tindakan administratif kerimigrasian terrserburt yang di terrapkan olerh 

Kantor Imigrasi Ke rlas II Non TPI Su rkabu rmi terrhadap perlanggaran-perlanggaran yang 

dilakurkan olerh warga nergara asing yang terlah merlanggar perraturran terntang ke rimigrasian 

yang berrlakur di Indone rsia yang diaturr dalam Urndang-Urndang Nomor 6 Tahu rn 2011 

te rntang Kerimigrasian yang mernjadi perdoman ataur dasar bagi Kantor Imigrasi Ke rlas II 

Non TPI Su rkabu rmi dalam me rnindak su ratur pe rrkara ke rimigrasian. Hal te rrse rburt terlihat 

dalam daftar pe rlanggaran yang te rrjadi di wilayah kerrja ataur yurrisdiksi Kantor Imigrasi Kerlas 

II Non TPI Su rkabu rmi, se rlain terrcanturmnya nama warga ne rgara asing yang me rlanggar 

be rserrta pe rlanggaran yang dilakurkannya, jurga te rrcanturm tindakan apa yang dijatu rhkan ole rh 

Kantor Imigrasi Ke rlas II Non TPI Su rkabu rmi ke rpada warga nergara asing yang se rbagai 

pe rlanggar te rrserburt. 

Dalam hal perncergahan dan pernangkalan, pihak yang be rrwe rnang u rnturk merlakurkan 

pe rncergahan di bidang kerimigrasian yaitur Mernterri Hurkurm dan HAM. Mernteri Hurkurm dan 

HAM dapat me rnolak pe rrmintaan ataur pe rngaju ran pe rnangkalan apabila pe rrmintaan ataur 

pe rngajuran pernangkalan terserburt tidak me rmernurhi ke rte rnturan yang berrlakur. 
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Se rdangkan yang dimaksurd de rngan de rportasi mernurrurt Pasal 1 angka 36 U rndang-

Urndang Tahurn 2011 terntang Kerimigrasian adalah tindakan paksa me rngerlurarkan orang 

asing dari wilayah Indone rsia. Serbe rlurm orang asing dike rnakan tindakan derportasi, orang 

asing terrserburt dapat ditermpatkan di rurmah de rte rnsi imigrasi. Dalam hal ini, yang di maksurd 

de rngan rurmah de rternsi imigrasi adalah u rnit pe rlaksana terknis yang mernjalankan furngsi 

ke rimigrasian serbagai termpat pernampurngan serme rntara bagi orang asing yang dike rnai 

tindakan administratif kerimigrasian. 

Untuk tindakan derportasi, Kantor Imigrasi Ke rlas II Non TPI Sukabumi te rlah 

me rnjaturhkan tindakan berupa administratif ke rimigrasian berrurpa de rportasi te rrhadap 

serjurmlah warga nergara asing de rngan be rberrapa pe rlanggaran yang merndasari dijatu rhkannya 

tindakan derportasi te rrserburt. Pe rnjaturhan tindakan terrserburt dilakurkan olerh Kantor Imigrasi 

Ke rlas II Non TPI Sukabumi de rngan berrdasar pada U rndang-Urndang Nomor 6 Tahurn 2011 

te rntang Kerimigrasian. 

b. Tindakan kerimigrasian dalam bernturk litigasi ataur prose rs pe rradilan.  

Tindakan ini dapat jurga diserburt se rbagai tindak pidana imigrasi. Dalam perlaksanaan 

tindakan ini, prosers pernyidikan tindak pidana kerimigrasian tertap dilakurkan be rrdasarkan 

hurkurm acara pidana. Maka dasar hu rkurm bagi perlaksanaan tindakan ini mangacu r pada: 

1) Urndang-Urndang Nomor 6 Tahu rn 2011 terntang Ke rimigrasian,  

2) Kitab U rndang-Urndang Hu rkurm Acara Pidana (KUrHP), 

3) PP No. 31 Tahu rn 2013 terntang Pe rraturran Pe rlaksanaan U rndang-Urndang Nomor 6 

Tahurn 2011 terntang Ke rimigrasian. 

Dalam hal ini, yang be rrwe rnang urnturk me rlakurkan pe rnyidikan di bidang kerimigrasian 

yaitur Pe rnyidik Pergawai Ne rgerri Sipil (PPNS). Yang di maksurd de rngan Pernyidik Pergawai 

Ne rgerri Sipil (PPNS) adalah Pe rjabat Imigrasi yang di be rri werwe rnang olerh U rndangUrndang 

urnturk me rlakurkan pernyidikan tindak pidana ke rimigrasian dalam prosers pe rnyidikan, PPNS 

Imigrasi merlakurkan koordinasi derngan Pernyidik Ke rpolisian Nergara Rerpurblik Indone rsia 

(Polri). Alat burkti pe rmerriksaan tindak pidana ke rimigrasian berrurpa: 

a) alat burkti se rbagaimana dimaksu rd dalam hurkurm acara pidana,  

b) alat bu rkti lain berrurpa informasi yang diu rcapkan, dikirimkan, dan dite rrima atau r 

disimpan se rcara erle rktronik ataur yag serrurpa de rngan itur, 

c) ke rterrangan te rrturlis dan Pe rjabat Imigrasi yang berrwernang. 

Dalam prosers pernyidikan te rrkait perrkara yang ada pada wilayah kerrja ataur yurrisdiksi 

Kantor Imigrasi Ke rlas II Non TPI Su rkabu rmi, Pegawai Kantor Imigrasi Ke rlas II Non 

Surkaburmi me rlakurkan koordinasi derngan Kerpolisian Nergara Rerpurblik Indone rsia (Polri) 
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jurga merlakurkan koordinasi de rngan Kerpolisian Rersor (Polre rs) mau rpurn Ke rpolisian Rersor 

Kota (Polrersta) yang merrurpakan perne rgak hurkurm di daerrahr kota yang mernjadi wilayah kerrja 

ataur yurrisdiksi Kantor Imigrasi Kerlas II Non TPI Su rkaburmi untuk mernyidik suratur 

pelanggaran kerimigrasian yang merlibatkan warga nergara asing. 

Jalannya pernergakan hurkurm ke rimigrasian ini merrurpakan salah satur pe rrwurjurdan dari 

trifurngsi imigrasi yaitur furngsi perne rgakan hu rkurm. Pe rlaksanaan furngsi ini dilakurkan ole rh 

kantor imigrasi yang me rncakurp tindakan pernolakan permberrian izin masurk, izin 

ke rimigrasian, izin bertolak dan tindakan kerimigrasian. Faktor te rrserburt me rrurpakan bernturk 

pe rnergakan hu rkurm yang be rrsifat kerimigrasian. Serme rntara dalam hal pe rnergakan hu rkurm 

yang berrsifat projurstia, yatur ke rwernangan pernyidikan, terrcakurp turgas pe rnyidikan 

(permanggilan, pe rnangkapan, pe rnahanan, perme rriksaan, pernggerle rdahan, dan pe rnyitaan), 

pe rmberrkasan perrkara, serrta perngajuran berrkas perrkara di pernurnturt urmurm. 

Pada kasurs Nomor 11/Pid.Su rs/2023PN Skb derngan terrdakwa Mohammad Hafiz 

te rrburkti be rrsalah merlakurkan tindak pidana “warga asing yang masurk ataur be rrada di 

Wilayah Indonersia dan tidak mermiliki Dokurme rn Pe rrjalanan serta visa yang sah secara 

hukum dan masih berrlaku belum kadaluarsar,” yang diatu rr dan diancam pidana pasal 119 

ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) U rndang-urndang Rerpurblik Indone rsia Nomor 6 Tahurn 2011 

te rntang Kerimigrasian dan dijatu rhkan hurkurman de rngan pidana pernjara serlama 3 (tiga) 

tahurn dan 6 (ernam) bu rlan dikurrangi serlama berrada dalam tahanan se rme rntara, derngan 

pe rrintah Terrdakwa tertap ditahan dan dernda Rp50.000.000,00 (lima pu rlurh jurta rurpiah) 

surbsidiair serlama 6 (ernam) burlan kurrurngan.  

Namurn, hakim Mernjaturhkan pidana kerpada Terrdakwa derngan pidana pernjara serlama 

10 (serpurlurh) burlan dan de rnda serjurmlah Rp50.000.000,00 (lima pu rlurh jurta rurpiah) de rngan 

ke rternturan apabila de rnda te rrserburt tidak dibayar diganti de rngan pidana ku rrurngan serlama 3 

(tiga) burlan, ini surnggurh pe rrberdaan yang curkurp jurah me rlihat dari turnturtan jaksa pernurnturt 

Urmurm yang mernjaturhkan hurkurman pidana pernjara 3 tahu rn. Serte rlah merlakurkan wawancara 

de rngan Hakim yang mermurturs perrkara terrserburt berrkata : 

“Bahwa hurkurman terrse rburt kami jaturhkan atas dasar dari mu rsyawarah hakim ke rtura 

de rngan angggota hakim , se rte rlah serpakat dan dijaturhkan hurkurman pidana pernjara serlama 

10 (serpurlurh) burlan dan de rnda serjurmlah Rp50.000.000,00 (lima pu rlurh jurta rurpiah) de rngan 

ke rternturan apabila de rnda te rrserburt tidak dibayar diganti de rngan pidana ku rrurngan serlama 3 

(tiga) burlan, alasan nya kare rna terrdakwa berlurm pe rrnah di hoku rm, terrdakwa me rnyersali 

pe rrburatannya, terrdakwa me rngakuri dan tidak berrberlit be rlit dalam mermberrikan ke rterrangan” 

Berrdasarkan wawancara di atas bahwa pe rnergakan hu rkurm ke rimigrasian di wilayah 

Surkaburmi terrgolong baik, kare rna derngan te rrdakwa yang merlakurkan overrstay dan tidak 
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me rmperrpanjang visa izin tinggal yang kurrang dari 5 tahu rn langsurng ditindak ker pe rngadilan 

dan tidak langsurng di de rportasi, ini mernce rrminkan bahwa Imigrasi di wilayah Su rkaburmi 

surdah taat dan paturh terrhadap Urndang-urndang Nomor 6 Tahurn 2011 terntang 

Ke rimigrasian. 
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